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PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS TENAGA KERJA

JI. Pemuda | No. 5 Wonogiri 57612

Telp. (0273) 321029, Fax. 3210_29 o
Email : nakerwonogirikab@gmail.com,Website : disnakerwonogiri.id

Wonogiri2 ¢ Oktober 2022

700/ 2216 Kepada :

SEGERA. Yth. Inspektur -
1 (satu) lembar Kabupaten Wonogiri
Pengantar penyampaian dokumen di-

RKA Tahun 2023 dan KAK Tahun WONOGIRI
2023

Mencukupi kebutuhan Tim dari Inspektorat terkait Review RKA Tahun
2023 pada waktu kunjungan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri,

pada hari Senin, 24 Oktober 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan Dokumen
RKA Tahun 2023 sebanyak 1 (satu) bendel yang sudah disampaikan pada
waktu kunjungan dan Dokumen KAK Tahun 2023 sebanyak 21 (dua puluh

satu) bendel.
Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

KEPALA INAS TENAGA KERJA,

Dra. RISTANTI, MM
Perhbina Utama Muda
NIP. 19651208 199312 2 001
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PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
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KERANGKA ACUAN KEGIATAN ( TERM OF REFI-IRENCE' )_
SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELINDUNGAN DAN KOMPETENSI CALO!\:I
PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DI DAERA
KABUPATEN /KOTA
TAHUN 2023

1 Latar Belakang

. Dasar Hukum . a Undang ~ undang Nomor 13 Tahun 2003 ten(ang

Ketenagakerjaan:

b Undangg-Uzgang Nomorl8 Tahun. 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

¢ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun
2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;

d  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006:

2. Gambaran Umum . Sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Wonogiri
perlu  adanya  peningkatan  kompetensi  serta
pemberdayaan schingga dapat menghasilkan income
untuk keluarganya dengan jalan memberikan sosialisasi/
penyuluhan  prosedur penempatan Tenaga Kerja Luar
Negeri. Dengan Demikian Diharapkan tidak terjadi PMI
ilegal, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran
di Kabupaten Wonogiri.

I Maksud dan Tujuan Kegiatan
1. Maksud Kegiatan : 1. Memberi kesempatan kepada penganggur yang ada
di .Wilayah Kabupaten ~ Wonogiri  dengan
dlbcnkannya-n Sosialisasi/ penyuluhan Penempatan
Tenaga Kerja Luar Negeri, baik Pra maupun Pasca
Pemberangkatan
2. Mengurangi jumlah pengangguran di Wilayah
Kabupaten Wonogiri

2. Tujuan Kegiatan : 1. Terciptanya Tenaga kerja yang berinvestasi dengan
memanfaatkan sumber daya alam yang ada menjadi
sesuatu yang bernilai sehingga dapat meningkatkan
taraf hidup masyarakat

2. Peningkatan pelindungan CPMI / PMI purna
I Target Kinerja 1. Terfasilitasinya PMI baik Pra maupun Pasca
Penempatan
2. Permasalahan tentang prosedur penempatan tenaga
kerja luar negeri

IV Pelaksanaan Kegiatan 3. Pencari kerja di wilayah kabupaten wonogiri

I, Uraian Kepiatz .
i Regtan I Identifikasi lokasi yang akan menjadi lokasi kegiatan

dimana dengan melihat sumber daya manusianya



2. Lokasi Pelaksanaan

V  Jenis Indikator
1. Indikator Masukan

2. Indikator Keluaran (output)
3. Indikator manfaat (outcome)

VI Jadwal Kegiatan
1. Waktu Pelaksanaan
2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

KABID. PENTATRANS

NIP.

untuk diberi kegiatan tersebut

2. Mencari Instruktur/Motivator yang sesuai dengan
kegiatan yang akan dilaksanakan dilokasi

3. Setelah selesai di identifikasi untuk segera dibuatkan
SK Penctapan Lokasi, SK. Tim Pelaksana, SK.
Instruktur/Motivator dan SK. Peserta

4. Koordinasi dengan dacrah untuk mempersiapkan
Sosialisasi yang akan dilaksanakan.

5. Pelaksanaan Sosialisasi didacrah dengan dilakukan
monitoring ke lokasi untuk melihat perkembangan
peserta pembekalan

6. Evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui
sejauh mana kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi
masyarakat. -

7. Membuat Laporan pertanggunawaban baik
administrasi dan keuangan

Rencana pelaksanaan di Kabupaten Wonogiri

Sumber Dana dari APBD Kabupaten Wonogiri sebesar
Rp. 4.999.870,- (Empat juta Sembilan ratus Se_mbllan
puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)
Meningkatkan pelayanan pada CPMI dan PMI purna
Terfasilitasinya PMI (pra dan pasca penempatan)
sebanyak 60 orang tersosialisasi ;

Terlampir
Terlampir

Wonogiri,  Oktober 2022

SUB KOORDINATOR
PENEMPTAN TENGA KERJA

JOKO PRIHHARJANTO, S.Sos
NIP. 19710227 200604 1 013

Mengetahui

INAS TENAGA KERJA
ATEN WONOGIRI

-{-4 Selaku PA

1‘D aj

_RISTANTI, MM
9651208 199312 2 001
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MATRIK PELAKSANAAN

SUB KEGIATAN PENINGKATAN PELINDUNGAN DAN KOMPETENSI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)

PEKERJA MIGRAN INDONESIA TAHUN 2023

NO

URAIAN KEGIATAN

JAN

FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGS | SEP OKT | Nov | DES

Penyusunan SK Panitia

Identifikasi lokasi kegiatan

Penyusunan SK Penetapan
Lokasi, SK Peserta dan SK
Narasumber / Instruktur

Koordinasi dengan pihak yang
terkait pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi dan pembuatan laporan
pertanggungjawaban (SPJ/
Keuangan dan Administrasi)

SUB KOORDINATOR PENEMPATAN TENGA KERJA

JOKO PRIHHARJANTO, S.Sos
NIP. 19710227 200604 1 013
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PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DINAS TENAGA KERJA
Jalan Pemuda | Nomor 5 Wonogiri 57612, Telepon (0273) 321029,FAKS 321029
Email : nakerwonogiri@gmail.com Website : www.disnakerwonogiri.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN ( TERM OF REFERENCE )
SUB KEGIATAN PELAYANAN ANTAR KERJA

Latar Belakang

1.

Dasar Hukum

2. Gambaran Umum

Maksud dan Tujuan Kegiatan

1.

Maksud Kegiatan

TAHUN 2023

Undang — undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan:

Undang-Undang Nomorl8 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun
2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006:

Keputusan Dirjen Binapenta Nomor
Kep.99/pptk/IV/2009 tentang tata cara pelaporan
bagi lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan
bursa kerja khusus:

Keputusan Dirjen Binapenta Nomor
Kep.100/pptk/TV/2009 tentang penjatuhan sanksi
administrasi bagi lembaga penempatan tenaga kerja
swasta dan bursa kerja khusus:

Sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Wonogiri
perlu adanya lembaga atau pihak ketiga untuk dapat
disalurkan kepada pengguna tenaga kerja.Disamping itu
sumber daya manusia yang ada dapat diberdayakan untuk
menciptakan atau menghasilkan lapangan pekerjaanyang
dapat membantu orang lain untuk mendapatkan
kesempatan kerja baik dalam negeri atau keluar negeri

Memberi kesempatan kepada pencari kerja yang ada
untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya
dengan diberikannya Pembinaan dan pelatihan
sehingga dapat dipergunakan untuk meningkatkan
kemampuan dan mengenal dunia kerja ;

Mengurangi jumlah pengangguran didacrah dengan
sinergisitas antara pihak swasta



2. Tujuan Kegiatan

I Target Kinerja

IV  Pelaksanaan Kegiatan
1. Uraian Kegiatan

2. Lokasi Pelaksanaan

V  Jenis Indikator
1. Indikator Masukan

2. Indikator Keluaran (output)

3. Indikator manfaat (outcome)

I. Terciptanya pencari kerja yang berkwalitas dan
mengenal dunia kerja dalam rangka pengurangan
pengangguran yang ada di kabupaten Wonogiri
dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang
ada menjadi sesuatu yang bernilai beramanah

2. Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang
terserap di dunia industri .

1. Penempatantenaga kerja yang meningkat dari tahun
yang lalu

2. Meningkatkan jumlah penempatan tenaga kerja
melalui melalui aplikasi layanan AKAD dan AKL

3. Siswa dan pencari kerja melalui pelayanan antar
kerja diharapkan kesempatan tenaga kerja dapat
meningkat dan pengangguran terdidik dapat
berkurang.

1. Penyusunan SK Panitia Pelaksana Kegiatan

2. Identifikasi lokasi yang akan menjadi lokasi kegiatan
dimana dengan melihat sumber daya manusia untuk
diberi kegiatan tersebut

3. Mencari narasumber yang sesuai dengan kegiatan

4. Koordinasi dengan pihat terkait untuk
mempersiapkan Pembinaan penempatan tenaga kerja
yang akan dilaksanakan.

5. Pelaksanaan Pembinaan dengan dilakukan untuk
melihat data penempatan dan laporan rutin serta
kinerja BKK

6. Evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui
sejauh mana kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi
Pengguna tenaga kerja/user.

7. Membuat Laporan pertanggungjawaban baik
administrasi dan keuangan

Rencana pelaksanaan di Kabupaten Wonogiri

Sumber Dana dari APBD Kabupaten Wonogiri sebesar
Rp.5.499.880,- (Lima juta empat ratus sembilan puluh
sembilan ribu delapan ratus delapanb puluh rupiah )

a. Penempatan Tenaga kerja melalui layanan meningkat
b. Tersedianya data jumlah tenaga kerja yang
ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL

Melalui pelayanan antar kerja penganggur terdidik dapat
peluang kesempatan kerja melalui kerja sama dengan
pengguna/user sehingga dapat mengurangi angka
pengangguran di kabupaten Wonogiri dan dapat terukur
data penempatan dan lowongan kerja .



V1 Jadwal Kegiatan

1 Waktu Pelaksanaan Terlampir
2 Matriks Pelaksanaan Kegiatan Terlampir
Wonogiri, Oktober 2022
SUB KOORDINATOR.
KABID. PENTATRANS PENEMPATAN TENAGA KERJA
PPTK

JOKO PRIHHARJANTO, S.Sos
NIP. 19710227 200604 1 013

Mengetahui
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
y y KABOPATEN WONOGIRI

Selaku PA

'NIP.J19651208 199312 2 001




MATRIK PELAKSANAAN
SUB KEGIATAN PELAYANAN ANTAR KERJA

TAHUN 2023
NO URAIAN KEGIATAN JAN FEB | MAR | APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT | NOV DES

1 Penyusunan SK Panitia
2 Identifikasi lokasi kegiatan
3 Penyusunan SK Penetapan

Lokasi, SK Peserta dan SK

Narasumber / Instruktur
4 Koordinasi dengan pihak yang

terkait pelaksanaan kegiatan
- Pelaksanaan Kegiatan
6 Evaluasi dan pembuatan laporan

pertanggungjawaban (SPJ /

Keuangan dan Administrasi)

SUB KOORDINATOR PENEMPATAN TENGA KERJA
nPPTK

qy7

JOKO PRIHHARJANTO, S.Sos
NIP. 19710227 200604 1 013




KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

PEKERJAAN

SATUAN KERJA

PROGRAM PELATIHAN KERJA
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA

PELAKSANAAN PELATIHAN
BERDASARKAN UNIT
KOMPETENSI

PENGADAAN SARANA
PELATIHAN KERJA
KABUPATEN/KOTA
PENGADAAN DAN
PEMELIHARAAN SARANA
PELATIHAN KERJA

DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN WONOGIRI




KERANGKA ACUAN KERJA
(TERM OF REFERENCE)

1. LATAR BELAKANG

Ketersediaan sarana pelatihan kerja yang memadai dan sesual dengan
kebutuhan dan perkembangan industri merupakan salah satu faklor yang
menentukan dalam keberhasilan proses pelatihan bagi calon tenaga kerja.
Peralatan perbengkelan yang digunakan dalam pelatihan hendaknya senantiasa
di upgrade agar kompetensi yang dilatih sesuai dengan perkembangan dunia
usaha dan industri. Untuk memenuhi kebutuhan sarana pelatihan kerja dalam
tahun 2023 yang akan datang, dianggarkan pada Kegiatan Pelaksanaan
Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi yang diharapkan dapat meningkatkan
layanan pelatihan bagi calon pencari kerja untuk menjadi tenaga kerja yang
kompeten dan mampu bersaing dalam kompetisi kerja global.

2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja adalah
untuk menunjang kebutuhan kerja UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Wonogiri dengan harapan agar dapat meningkatkan kinerja layanan
pelatihan sehingga dapat memenuhi target kinerja organisasi yang sudah

ditetapkan,

3. SASARAN
Sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan peralatan pelatihan
pada kejuruan Otomotif dan kejuruan Las di UPTD Balai Latihan Kerja Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri di Tahun 2023,

4. DASAR HUKUM
a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;



5. NAMA ORGANISASI DAN PARA PIHAK
Nama pekerjaan ini adalah Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota

yang dikelola oleh UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Wonogiri bekerjasama dengan Pihak Ketiga:

6. METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja dilakukan dalam dua tahap

yaitu:
a. Proses pengadaan dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Baran
g dalam Peraturan

g/Jasa

berdasarkan tala cara dan peraturan yang tertuan
Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan

Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. Pendistribusian Sarana Pelatihan Kerja hasil pengadaan ke Workshop
Kejuruan Otomotif dan Workshop Kejuruan Las di lingkungan UPTD Balai
Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri.

7. LOKASI KEGIATAN
Lokasi kegiatan pengadaan Sarana Pelatihan Kerja adalah UPTD Balai Latihan

Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri, Jalan Raya Ngadirojo Km. 7
Ngadirojo Wonogiri.

8. SUMBER DANA
a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pekerjaan pengadaan ini

adalah APBD Kabupaten Wonogiri
b. Total pagu anggaran adalah Rp 49.999.999,-.
c. Penyusunan HPS akan dilakukan melalui survey terhadap penyedia .

9. SYARAT PENYEDIA
Pelaksanaan kegiatan ini melalui Penyedia Barang/Jasa dengan syarat bahwa
Penyedia Barang/Jasa harus memiliki Surat ljin Usaha Perdagangan Besar
Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI 46491),



10. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup pengadaan Sarana Pelatihan Kerja adalah barang-barang Sarana
Pelatihan Kerja yang dibutuhkan di Tahun Anggaran 2023.

11. DAFTAR KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS

NAMA BARANG SPESIFIKASI TEKNIS JUMLAH
Paket Jasa Service Jasa Service overhoul 1 Paket -
Piston Mobil Piston Toyota Avanza -4 Buah_q v
Setang Piston Mobil | Setang Piston Toyota Avanza 4 Buah |-
Oli Mesin Oli mesin 10W 40 1 Buah__
Packing Mesin Packing Full Set 1 Set 4
Tachometer Analog Tachometer R 450 1 Buah
Mesin Las Mesin Las Listrik (SMAW) 400 4 Unit
Timing Light Timing Light TL 122 5 Unit

12. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
Pekerjaan pengadaan Sarana Pelatihan Kerja dilaksanakan dan diselesaikan

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan kalender, atau waktu yang

ditetapkan saat penjelasan pekerjaan (aanwijzing).

13. PENUTUP
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja

UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023

ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Wonogiri, Oktober 2022

Kepala UPTD BLK Disnaker Kab. Wonogiri,

NIP. 19830929 2010011019



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS TENAGA KERJA

JI. Pemuda | No. 5 Wonogiri 57612,
Telp. (0273) 321029 Fax. (0273) 321029
Website : disnaker.wonogirikab.go.id Emalil : nakemonogirl@gmail

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

NAMA KEGIATAN - Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
NAMA CALON PPTK - HARMASTUTI TRIATMAJA, S.H, M.M
NAMA SEKRETARIS : BAMBANG MULADI, S.Sos, M.Hum
BIDANG PENANGGUNGJAWAB : Sekretariat

ANGGARAN : Rp. 48.475.300

TAHUN ANGGARAN 2023




KERANGKA ACUAN KFRJA (KAK) KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG
MILIK DAERAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. LATAR
RELAKANG

2. MAKSUD DAN
TUJUAN

3. RUANG
LINGKUP

ntor atay bangunan lainnya, peralatan dan mesin, serta
adalah sarana dan prasarana

Gedung ka
kendaraan operasinal  dinas
penunjang yang mempunyai peranan penting dal
an pelayanan serta administrasi scbuah

am menjalankan

fungsi dan tugas kegiat
organisasi khususnya di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Wonogiri.

Dengan adanya sarana dan prasarana yang memad
gedung/bangunan kantor, peralatan dan mesin serta kendaraan
operasional dinas maka akan meningkatkan kinerja Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Wonogiri sebagai OPD yang menangani urusan

ai, mulai dari

ketenagakerjaan.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pada tahun 2023 perlu
dianggarkan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Maksud Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Dacrah adalah untuk pemeliharaan / rehabilitasi
Gedung/bangunan  kantor  lainnya, peralatan dan mesin,
kendaraan operasional dinas serta sarana dan prasarana lainnya
guna menunjang kebutuhan kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Wonogiri dengan harapan agar dapat meningkatkan kinerja
pegawai sehingga dapat memenuhi target kinerja OPD yang
sudah ditetapkan.

Ruang lingkup Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah
sepuluh,

2. Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara,

3. Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi,

4, Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi.



4. TARGET
OuUTPUT

5. TARGET
OQUTCOME

6. TEMPAT DAN

WAKTU

PELAKSANAAN
7. TAHAPAN

PELAKSANAAN
8. PENUTUP

KEPAL

1 J

Target Pemeliharaan Barang Milik Dacrah Penunjang Urusan
Pemerintahan Dacrah adalah sebagai berikut :

I. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
adalah sepuluh, sebanyak 31 unit

9. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
sebanyak 10 unit,

3. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang

Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 unit,
4. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya yang DipeliharafDirchabilitasi
sebanyak 10 unit.

Prosentase Barang Milik  Daerah Penunjang  Urusan
Pemerintahan Daerah yang dapat dipelihara / direhabilitasi
sebesar 100%.

Tempat Pelaksanaan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri
dan UPTD. BLK Wonogiri sedangkan untuk  waktu
pelaksanaannya mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan

Desember 2023.

1. Pembentukan tim panitia pelaksana
2. Pelaksanaan kegiatan
3. Evaluasi pelaksanaan kegiatan

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat, agar dapat
dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wonogiri,
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Harmastuti Triatmaja, SH, MH
NIP. 19711205 200604 2019

Mengaetahui,
INAS TENAGA KERJA

Dia. RISTANTI, MM
. Pefnbina Utama Muda
NIP. 19651208 199312 2 001
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PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS TENAGA KERJA

JI. Pemuda | No. 5 Wonogiri 57612,

Telp. (0273) 321029 Fax. (0273) 321029

Website : disnaker.wonogirikal

b.go.id Email : nakerwonogiri@gmail.com

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

NAMA KEGIATAN
NAMA CALON PPTK
NAMA SEKRETARIS

BIDANG PENANGGUNGJAWAB

ANGGARAN

: Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
: HARMASTUTI TRIATMAJA, S.H, M.M
- BAMBANG MULADI, S.Sos, M.Hum

: Sekretariat

: Rp. 4.999.800

TAHUN ANGGARAN 2023




1.

2. MAKSUD DAN

3.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN : PENYUSUNAN RENCANA

LATAR
BELAKANG

TUJUAN

RUANG
LINGKUP

TENAGA KERJA (RTK)
Ketenagakerjaan  merupakan aspek  yang mendasar  dalam
kehidupan masyarakat dan pembangunan  karena meliputi
dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Urusan ketenagakerjaan
berkaitan dengan kondisi penduduk usia kerja, angkatan kerja,
dan ketersediaan lapangan kerja. Beberapa permasalahan di
bidang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :
—  Perluasan lapangan kerja belum scbanding dengan
pertumbuhan angkatan kerja,
- Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai
kebutuhan pasar,
Oleh karena itu perlu disusun dokumen Rencana Tenaga Kerja
Mikro untuk menembatani permasalahan perluasan kesempatan
kerja dan mendukung eksisting perusahaan di Kabupaten

Wonogiri.

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

adalah memberikan fasilitas dan pembinaan kepada perusahaan

yang ada di wilayah kabupaten Wonogiri tentang penyusunan

rencana tenaga kerja.

Tujuan dari penyusunan Rencana Tenaga adalah sebagai berikut:

1. Membuat gambaran situasi dan kondisi ketenagakerjaan
yang ada di perusahaan,

2. Memperkirakan persediaan tenaga kerja yang dibutuhkan
oleh perusahaan yang ada di wilayah Kabupaaten Wonogiri,

3. Memperkirakan kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan
yang ada di wilayah Kabupaten Wonogiri,

4. Memperkirakan angkatan kerja yang belum terserap
(penganggur terbuka) oleh perusahaan,

5. Menyusun kebijakan, strategi dan program dalam menangani

masalah ketenagakerjaan.

Sarasan dari kegiatan ini adalah perusahan-perusahaan yang
berada di wilayah Kabupaten Wonogiri. Dinas Tenaga Kerja
berperan dalam memberikan fasilitas dan pembinaan kepada

perusahaan untuk penyusunan rencana tenaga kerja mikro.



4. TARGET
ouTPuT
5. TARGET

OUTCOME

6. TEMPAT DAN
WAKTU
PELAKSANAAN

7. TAHAPAN
PELAKSANAAN

8. PENUTUP

Sekretaris

KEPALA

Jumlah perusahaan yang menyusun rencand tenaga kerja di
wilayah Kabupaten Waonogiri, Pada tahun 2023 target perusahaan

yang menyusun RTK scbanyak 5 perusahaan

Perusahnan yang felah menyusun RTK di Wilayah Kabupaten

Wonogiri adalah sebanyak S perusahaan.

Lokasi kegiaatan ini adalah di wilayah Kabupaten Wonogiri dan

akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

1. Pembentukan tim panitia pelaksana

9 Sosialisasi ke perusahaan terkait penyusunan RTK Mikro

3. Monitoring / fasilitasi / pembinaan ke perusahaan terkait
penyusunan RTK Mikro

4, Pengumpulan dokumen RTK Mikro yang telah disusun oleh
perusahaan

5. Evaluasi pelaksanaan kegiatan RTK Mikro

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat, agar dapat

dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wonogiri,

Kasubbag. U dan Kepegawaian

Harmastuti* riatmaja, SH, MM
NIP. 19711205 200604 2019

Mengactahui,
AS TENAGA KERJA

{ -

' Dia. RISTANTI, MM

"\ " Pelnbina Utama Muda

NIP. 19651208 199312 2 001
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PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS TENAGA KERJA

JI. Pemuda | No. 5 Wonogiri 57612,
Telp. (0273) 321029 Fax. (0273) 321029.
Website : disnaker.wonogirikab.go.id Emall : nakemonirai

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

NAMA KEGIATAN . Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah
NAMA CALON PPTK + Harmastuti Triatmaja, SH, MH
NAMA SEKRETARIS : Bambang Muladi, S.Sos, M.Hum
BIDANG PENANGGUNGJAWAB : Sekretariat

ANGGARAN . Rp. 19.999.750,00

TAHUN ANGGARAN 2023




KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATANPERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA

1. LATAR
BELAKANG

2. MAKSUD DAN
TUJUAN

3. RUANG
LINGKUP

PERANGKAT DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan  yang baik (good
governance) merupakan refleksi dari akuntabilitas kinerja
sistem pemerintahan dan aparatur yang menggerakan
sistem tersebut. Makin baik kinerja maka makin baik juga
lah pemerintahan tersebut. Kinerja yang baik, terukur atau
akuntabel hanya akan bisa dicapai jika didahului dengan
niat baik dan dijalankan dengan cara yang baik pula. Niat
dan cara yang baik diwujudkan dengan merencanakan
segala sesuatu dengan baik dan professional sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan
menjadikan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri yang
kompeten dan berintegritas maka perlu disusun
perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja

perangkat daerah yang baik.

Maksud dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah untuk
menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran
sebagai dasar pedoman dalam menjalankan kegiatan
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri agar berjalan
efektif dan efisien serta menghasilkan dokumen evaluasi
kinerja sebagai pedoman untuk penyusunan perencanaan
tahun berikutnya.

Adapun tujuan dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah untuk
menciptakan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi
terhadap kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Wonogiri yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Lingkup Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meliputi :

1. Penyusunan LKjIP Tahun 2022

2. Penyusunan Renja Tahun 2024



TARGET
OUTPUT

TARGET
OUTCOME

TEMPAT DAN
WAKTU
PELAKSANAAN

TAHAPAN

PELAKSANAAN

3. Penyusunan RKA Tahun 2024
4. Penyusunan RTP SPIP Tahun 2024
5. Penyusunan RTP SPIP Tahun 2024

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang
disusun sebanyak 5 dokumen

Persentase  penyusunan administrasi  perencanaan,
penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

yang disusun 100%.

Tempat Pelaksanaan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Wonogiri dan tempat lain menyesuaikan dengan agenda
Pemerintah daerah terkait pelaksanaan rapat koordinasi
dan konsultasi luar daerah Kabupaten Wonogiri.

Untuk tahapan pelaksanaan Kegiatan Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah dalam
jangka waktu 1 (satu) Tahun dengan perincian sebagai
berikut :

1. Rapat Koordinasi Penyusunan Tim Perencanaan,
Penganggaran , dan Evaluasi Perangkat Daerah (bulan
Januari)

2. Penyusunan LKjlIP Tahun 2022 (bulan Januari s/d
Februari)

3. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023,
Renaksi 2023, dan RKT 2024 (bulan Januari s/d
Februari)

4. Penyusunan Dokumen Renja Tahun 2024 (bulan
Januari s/d Juni)

5. Penyusunan RKA Tahun 2024 (bulan Maret s/d
Agustus)

6. Penyusunan Dokumen RTP SPIP Tahun 2024 ( bulan
Juni s/d Desember)

7. Penyusunan DPA Tahun 2024 (bulan November s/d
Desember)

8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi  terkait
perencanaan, penganggaran, dan evaluasi baik dalam
daerah maupun luar daerah (bulan Januari s/d

Desember)



10. MATRIK PELAKSANAAN KEGIATAN

Bulan Ke

[NO. TAHAPAN KEGIATAN

Bl Bl SIS B

112734 |56 |7 [8 [9 [10 [11]12

1. | Rapat Koordinasi
Penyusunan Tim
Perencanaan,
Penganggaran , dan
Evaluasi Perangkat
Daerah

2. | Penyusunan LKjIP Tahun
2022

3. | Penyusunan Dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun
2023, Renaksi 2023, dan
RKT 2024

4. | Penyusunan Dokumen
Renja Tahun 2024

5. | Penyusunan RKA Tahun
2024

6. | Penyusunan Dokumen
RTP SPIP Tahun 2024
7. | Penyusunan DPA Tahun
2024

8. | Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi terkait
perencanaan,
penganggaran, dan
evaluasi baik dalam
daerah maupun luar
daerah

11. PENUTUP - Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat, agar dapat
dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wonogiri,
Sekretaris Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
DI, S.Sos, M.Hum Harmastuti Triatmaja, SH, MH
198607 1 001 NIP. 19711205 200604 2019

Mengaetahui,
KEPALA,ARINAS TENAGA KERJA

Dla. RISTANTI, MM
~ Pejnbina Utama Muda
NIP, 19651208 199312 2 001




INTAH KABUPATEN WONOGIRI

| P
DINAS TENAGA KERJA

JI. Pemuda | No. 5 Wonogiri 57612,
Telp. (0273) 321029 Fax. (0273) 321 029 ' _
Website dIsnaker.wonogirikab.go.id Email : nakerwonogiri@gmail.com

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

NAMA KEGIATAN - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NAMA CALON PPTK - Harmastuti Triatmaja, SH, MH

NAMA SEKRETARIS . Bambang Muladi, S.Sos, M.Hum

BIDANG PENANGGUNGJAWAB Sekretariat

ANGGARAN : Rp. 5.460.976.908,00

TAHUN ANGGARAN 2023




KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATANADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

LATAR
RELAKANG

MAKSUD DAN
TUJUAN

RUANG
LINGKUP

TARGET
OUTPUT

TARGET
OUTCOME

TEMPAT DAN

WAKTU
PELAKSANAAN

TAHAPAN

PELAKSANAAN

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur  Sipil Negara

berkenaan dengan gaji dan tunjangan ASN, Pemerintah

wajib membayarkan gaji yang adil dan layak kepada PNS
serta menjamin kesejahteraan PNS. Oleh karena ftu, perlu
dilaksanakan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS.

Maksud dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah adalah untuk pembayaran gaji dan tungajangan

PNS selama 1 (satu) tahun.

Tujuan dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah adalah untuk membayarkan gaji yang adil dan
layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.

Lingkup Kegiatan Administrasi  Keuangan Perangkat

Daerah yaitu: ‘
1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan setiap bulan selama
1 tahun

2. Pembayaran TPP PNS setiap bulan selama 1 tahun

3. Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Ke-13
(menyesuaikan perkembangan peraturan pemerintah
pusat, namun direncanakan bulan April )

4. Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Ke-14
(menyesuaikan perkembangan peraturan pemerintah
pusat, namun direncanakan bulan Juli )

5. Pembayaran TPP PNS Ke-13 (menyesuaikan
perkembangan peraturan pemerintah pusat, namun
direncanakan bulan April )

6. Pembayaran TPP PNS Ke-14 (menyesuaikan
perkembangan peraturan pemerintah pusat, namun
direncanakan bulan Juli)

Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN

sebanyak 36 orang/bulan

Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun
sebesar 100%.

Tempat Pelaksanaan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Wonogiri. Untuk waktu pelaksanaan pembayaran dilakukan
dari bulan Januari sampai dengan Desember.

1. Pembayaran Gaiji dan Tunjangan PNS rutin setiap bulan

selama 1 (satu) tahun



2. Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Ke-14 Bulan April

3. Pembayaran TPP PNS Ke-14 Bulan April
4. Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Ke-13 bulan Juli
5. Pembayaran TPP PNS Ke-13 bulan Juli

10. MATRIK PELAKSANAAN KEGIATAN

[ Bulan Ke
NO.| TAHAPAN KEGIATAN I 27314 1516 (7 | 8 |9 10 [ 1112
1. | Pembayaran Gaji dan [ |
Tunjangan PNS rutin BT (R N W T e S
2. | Pembayaran Gaji dan ‘
| Tunjangan PNS Ke-14
3. | Pembayaran TPP PNS
Ke-14 w
4. | Pembayaran Gaji dan W h
‘ Tunjangan PNS Ke-13 .
5. | Pembayaran TPP PNS |
Ke-13 el
11. PENUTUP . Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat, agar dapat

dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wonogiri,
Sekretaris Kasubbag. Um(uja; Kepegawaian
BAMBANG M II.L)I. S.Sos, M.Hum Harmastuti Triatmaja, SH, MH
N1P. 19668047 198607 1 001 NIP. 19711205 200604 2019

Mengaetahui,
JINAS TENAGA KERJA

KEPAL

Dya. RISTANTI, MM
P@nbina Utama Muda

NIP. 19651208 199312 2 001




PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS TENAGA KERJA

J1 Permuda | No 5 Wonogiri 57612.
Telp (0273) 321029 Fax (027]) 321029
Webshe  dianakes wonogrikab go id Emal nakarwonagiriRgmal com

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

NAMA KEGIATAN . Administrasi Kepegawaian Perangkat
Dacrah

NAMA CALON PPTK - HARMASTUTI TRIATMAJA, S.H, M.M

NAMA SEKRETARIS - BAMBANG MULADI, S.Sos, M.Hum

BIDANG PENANGGUNGJAWAB : Sekretariat

ANGGARAN :Rp. 9.996.192

TAHUN ANGGARAN 2023




1

rJ

ERANGRA ACTUAN KFRIA (KAK) KFGIATAN
ADMINISTRAST KEPPGAWATAN PERANGKAT DAFRAN

1ATAR
RELAKANG

MAKSUD DAN
TUJUAN

RUANG
LINGKUP

TARGET
OUTPUT

TARGET
OUTCOME

TEMPAT DAN
WAKTU
PELAKSANAAN

Pengeiolann SDM Aparatur merupakan wlsh saty area perubahan

1
dalam Reformasi Rirokrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi  diperfukan pegawai negen  yang berintegritas  dan

menjunjung  tinggi prinsip-pinsip pelaksanaan
baik (good governance) serta  berkinerja

fugan

pemerintahan  yang
tinggi. Dalam rangka peningkatan  k
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri perlu

apasitas sumber daya
aparatur ASN di
adanya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan

Fungsi.
Untuk memenuhi kebutuhan  tersebut pada tahun 2023
perludianggarkan  Kegiatan Administrasi  Kepegawaian

Perangkat Dacrah.

Maksud Kegiatan Administrasi Kepegawaian  Perangkat
Dacrah adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas
pegawai yang terampil, terlatih dan terdidik berdasarkan tugas
dan fungsi. Sedangkan tujuaannya adalah agar terpenuhi pegawai

vang terampil, terlatih dan terdidik.

Ruang lingkup Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat
Dacrah adalah sebagai berikut :
- Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

Target Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
adalah sebagai berikut :
- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang
Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 6 orang.

Prosentase Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang

Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebesar 100%.

Tempat Pelaksanaan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri
dan  UPTD. BLK Wonogiri sedangkan untuk waktu

pelaksanaannya mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan
Desember 2023,



7. TAHAPAN 1. Pembentukan tim panitia pelaksana

PELAKSANAAN
2. Pelaksanaan kegiatan
3. Evaluasi pelaksanaan kegiatan
8. PENUTUP . Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat, agar dapat
dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Wonogiri, .
Sekretaris Kasubbag. Umyman Kepegawalan

Harmastuti Triatmaja, SH, MM
NIP. 19711205 200604 2019

~ Mengaetahui,
INAS TENAGA KERJA

RISTANTI, MM
" Pdmbina Utama Muda
NIP. 19651208 199312 2 001




KERANGKA ACUAN K
Kegiatan Pembinaan

Program
1. Kegiatan
Sub Kegiatan

2. Dasar Hukum

3. Gambaran Umum

PEMERINTAH K
DINAS TENAGA KERJA

JI. Pemuda |
w

Email : nakerwonogirik

. a. Undang — undang Nom

ABUPATEN WONOGIRI

No. 5, & (0273) 321029, Fax. 321029

ONOGIRI 57612 -
ab@gmail.com, Website : disnakerwonogiri.go.id

EGIATAN ( TERM OF REFERENCE )

Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
or 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4301),

b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006
tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4637)

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012
tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)

e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis
Kompetensi;

f Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi
Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257),

g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Penempatan Tenaga Kerja,

h. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 30 November
2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2022

i. Peraturan Bupati Wonogiri : 84 Tahun 2021
tanggal 30 November 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2022.

Pendahuluan

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri telah
menerbitkan 31 SK Izin Operasional LPK,
berdasarkan Permenaker No. 17 Tahun 2016.
Untuk menjaga kualitas LPK, kiranya diperlukan
pembinaan secara serius dan
berkesinambungan. Oleh karena itu komunikasi



. Maksud da
Kegiatan
Sub Kegiatan

1. Maksud Ke

2. Tujuan Keg

n Tujuan

giatan

iatan

lll. Pelaksanaan Kegiatan

1. Uraian Keg

iatan

2. Pelaksanaan Kegiatan

3. Lokasi Pela
IV. Target Kinerja

1. Input
2. Output
3 Outcome

V. Jadwal kegiatan

ksanaan

1  Wakiu Pelaksanaan

2 Matriks
Kegiatan

Pelaksanaan

dengan LPK harus tetap berjalan dalam menjaga
kualtas pelathan Secara nil, komunikasi
berbasis media sosial sudah dilaksanakan secara
terus menerus, pertama bila ada hal hal yang
penling, alau segera dilaksanakan Namun ada
kalanya perfu cek lokasi, dimana LPK berada
untuk lebih mendekatkan Dinas dengan LPK

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

- . Membangun komunikasi dan mensinergikan

kebijakan-kebijakan Dinas dengan kondisi rill
LPK di lapangan serta kolaborasi antar
stakeholder pemangku kepentingan penyedia
dan pengguna SDM berkualitas.

- Memperkuat komitmen Pemerintah dalam
program pembangunan manusia seutuhnya.

- Meningkatkan kapasitas dan kualitas LPK
melalui Pembinaan LPK dengan membangun
strategi dalam upaya link and match program
pelatihan yang sesuai dengan DUDIKA dan

wirausaha _
- Meningkatkan level kerjasama dan kolaborasi

antar lembagalstakeholder melalui Perjanjian
Kerjasama (MoU)

Pelaksanaan pembinaan terhadap 31 LPK di

‘ wilayah Kabupaten Wonogiri dan Monev

pelaksanaan pelatihan di lapangan.

a. Surat pemberitahuan kegiatan dan
Penyiapan SK serta administrasi kegiatan

b. Identifikasi Kegiatan, Sub Kegiatan dan
aktifitas

¢. Menyusun rencana program dan
penjadwalan

d. Pengorganisasian sub kegiatan, rapat,
koordinasi dan kolaborasi

e. Pelaksanaan sub kegiatan dan aktifitas

f. Monev dan pelaporan

Kabupaten Wonogiri

: APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 sebesar

Rp. 2.999.994,00 (dua juta sembilan ratus
sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus
sembilan puluh empat rupiah)

- -Jumlah LPK yang dilakukan pembinaan

sebanyak 31 lembaga

- Jumlah LPK yang terakreditasi sebesar 31,28
persen

Tahun 2023
Terlampir



KEPALA DINAS TENAGA KERJA,

A0

\O ‘ F_’em- ina Utama Muda
NIP, 196§1208 1993122 001

Wonogiri, 25 Oktober 2022

PPTK,

o Pramono, S.Si
Pembina

NIP. 19800809 200604 1 016



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (
Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembag

Program
1. Kegiatan
Sub Kegiatan

2. Dasar Hukum

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS TENAGA KERJA

JI. Pemuda |

Pelatihan Kerja dan Prod
Perizinan dan Pendafta
Kerja

Penyediaan Sumbe

WONOGIRI 57612
Email : nakerwonogirikab@gmail.com, Website : disn

No. 5, & (0273) 321029, Fax. 321029

akerwonogiri.go.id
TERM OF REFERENCE )
a Pelatihan Kerja TAHUN 2023

uktivitas Tenaga Kerja
ran Lembaga Pelatihan

r Daya Perizinan Lembaga

Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi

Undang — undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4301);
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006
tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4637)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012
tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis
Kompetensi;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi
Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Penempatan Tenaga Kerja;

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri
Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 30 November
2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2022

Peraturan Bupati Wonogiri : 84 Tahun 2021
tanggal 30 November 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2022.



3. Gambaran Umum

Il Maksud dan Tujuan
Kegiatan
Sub Kegiatan

1. Maksud Kegiatan

2. Tujuan Kegiatan

Ill. Pelaksanaan Kegiatan
1. Uraian Kegiatan

t 2. Pelaksanaan Kegiatan

3. Lokasi Pelaksanaan

IV. Target Kinerja

1. Input
2. Output
3 Outcome

V. Jadwal kegiatan
1 Waktu Pelaksanaan
2 Matriks
Kegiatan

Pelaksanaan

-~
o \
.,

. Dta. RISTANTI. MM
~ Peinbina Utama Muda
NIP;19651208 199312 2 001

: - Jumlah perizinan

Peningkatan peran Lembaga Pelathan Kerja
Swasta (LPKS) terhadap pengembangan sumber
daya manusia sangat vital dalam pembangunan
manusia seutuhnya Layanan perizinan LPKS
secara lerintegrasi dalam 0ss go.id harus
dilakukan secara masif agar tercipta satu data
sesuai amanat UU Cipta Kerja

Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga
Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi

: - Meningkatkan cakupan layanan perizinan LPK

secara terintegrasi

: - Membangun layanan terintegrasi  dengan
0ss.go.id untuk LPK
Menyelenggarakan ~ pendampingan layanan

perizinan secara terintegrasi dengan 0ss.go.id

Surat pemberitahuan kegiatan dan

Penyiapan SK serta administrasi kegiatan

b. Identifikasi Kegiatan, Sub Kegiatan dan
aktifitas

c. Menyusun rencana program dan

penjadwalan

d. Pengorganisasian sub kegiatan, rapat,
koordinasi dan kolaborasi
e. Pelaksanaan sub kegiatan dan aktifitas
f. Monev dan pelaporan
Kabupaten Wonogiri

: APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 sebesar

Rp. 1.000.420,00 (satu juta empat ratus dua

puluh rupiah)

lembaga pelatihan kerja
secara terintegrasi dengan 0ss.go.id sebanyak
5 lembaga

- Persentase LPK yang memiliki
sebesar 100 persen

perizinan

Tahun 2023

. Terlampir

Wonogiri, 25 Oktober 2022

PPTK,

oko Pramono, S.Si
Pembina
NIP. 19800809 200604 1 016
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Program

1

o
.

Koplatan

Sub Keglatan

Dasar Hukum

Kompetensi TAHUN 2023

pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
pelaksanaan  Pelatihan Berdasarkan Unit

Kompetensi )
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan
Klaster Kompetensi

0

d.

0,

{

Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4301);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006
tontang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4637)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan  Presiden Nomor 8 Tahun 2012
tentang  Kerangka  Kualifikasi ~ Nasional
Indonesia  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)

Peraturan  Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis
Kompelensi,

Poraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi
Kompelensi Kerja Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257),
Peraturan Menten Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Penempatan Tenaga Kerja, )
Poraturan Mentert Keuangan (PMK) Nomor
216/1PMK.07/2021  tentang  Penggunaan,
Pomantavan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau

Poraturan ~ Daerah  Kabupaten  Wonogiri
Nomor : 8 Tahun 2021 tanggal 30 November
2021 tentang Anggaran
Pondapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2022

Peraturan Bupati. Wonogiri © 84 Tahun 2021
tangaal 30 November 2021
tontang  Penjabaran Anggaran  Pendapatan
dan  Belanja  Daerah  Kabupaten Wonogiri
Tahun 2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan
Kedun otas Peraturan Bupati Nomor 84



3. Gambaran Umum

Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogin

Tahun Anggaran 2022

Pendahuluan
Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan

pendidikan sebagai ruang pembentukan sangat
penting dalam menghadapi era disrupsi. Oiel'f
karena itu pendidikan dan pelatihan vokasi
menjadi tuntutan kebutuhan dunia usaha dan
industri dalam menyiapkan supply tenaga kerja
yang berkompeten.

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang
kompeten merupakan salah satu target yang
harus dicapai dalam pembangunan nasional saat
ini. Upaya tersebut dapat diwujudkan antara lain
melalui pelatihan kerja. Pelatihan Kerja adalah
keseluruhan kegiatan untuk memberi,
memperoleh, meningkatkan, serta
mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas,
disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat
keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan
jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas)
dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022
tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi.

Training Need Analysis (TNA)

Pelaksanaan kegiatan Identifikasi Kebutuhan
Pelatihan (TNA) merupakan salah satu prinsip
dasar penyelenggaraan Pelatihan Berbasis
Kompetensi (PBK). Kegiatan tersebut menjadi
tahapan persiapan PBK yang pertama sebelum
dilakukan penyusunan program pelatihan.
Identifikasi kebutuhan pelatihan (TNA) adalah
suatu proses pengumpulan data dalam rangka
mengidentifikasi bidang-bidang atau faktor-faktor
apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan
melalui pelatihan. Identifikasi kebutuhan pelatihan
dapat dilakukan secara makro dan/atau mikro.
Pelatihan Softskill

Softskill semakin penting peranannya dalam
penguatan karakter sebagai upaya peningkatan
daya saing tenaga kerja. Deloitte Aes Consultan,
melakukan riset yang memprediksi bahwa dua
pertiga dari semua pekerjaan di dunia ini akan
bergantung pada keterampilan softskill di tahun
2030 dan trend ini pasti akan tercermin secara
global. Dinas Tenaga Kerja  selaku
penanggungjawab ketenagakerjaan di daerah
mengembangkan program pelatihan  softskill



untuk pencari kera dan tenaga pendidik ca'on
tenaga kofja

Mengingat gen Z yang berjumiah 231 018 orang
di Kabupaten Wonogin dan Dinas Tenaga Kera
selaku yang berwenang dalam pengembangan
tenaga kerja (SOM) melaksanakan Program
Upgrading Softskill untuk Generast Z (Super Gen
Z) menuju tenaga kerja yang berkompeten,
berkarakter dan mempunyai daya $aing dalam
era Revolusi Industri 4.0

Work Readiness Training Program (WR-TP)
Tenaga kerja yang telah memiliki kompetens
teknis dan softskill yang kuat akan siap untuk
masuk dalam dunia kerja, namun untuk menuju
kesana juga diperlukan pembekalan da_lam
persiapannya. Bekal informasi ketenagakerjaan
serta persiapan hal teknis dan non teknis dalam
melamar pekerjaan akan menjadi nilai tambah
agar calon tenaga kerja mampu mendapatkan
lowongan yang diinginkan. .
Kesiapan merupakan keseluruhan  kondisi
seseorang yang membuatnya siap untuk
memberi respon/jawaban di dalam cara tertentu
terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada
suatu saat akan  berpengaruh pada
kecenderungan untuk memberi respon’. Kondisi
tersebut mencakup setidak-tidaknya tiga aspek
yaitu: 1) Kondisi fisik, mental, dan emosional; 2)
Kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan; 3)
Keterampilan, pengetahuan dan pengertian
lainnya yang telah dipelajari.

Menurut Utami, (2016) Kesiapan kerja adalah
kapasitas seseorang dalam meningkatkan
kemampuan bekerjanya yang terdiri dari ilmu
pengetahuan dan keahlian serta sikap
seseorang tersebut. Selanjutnya kesiapan kerja
adalah suatu kondisi yang menunjukkan
keserasian antara kematangan fisik dan mental
serta pengalaman belajar sehingga individu
memiliki kemampuan yang mencakup aspek
pengetahuan, ketrampilan, sikap dan
kematangan mental yang cukup didukung
dengan fisik atau berfungsinya indera dan organ
tubuh sesuai dengan bidang keahliannya (Cony
Semiawan dalam Munfagih, 2013).

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri melihat
bahwa pembekalan dalam menyiapkan lamaran
kerja baik dari sisi teknis maupun non teknis
merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam
masuk dunia kerja. Hal tersebut dapat dibantu
pelaksanaannya dengan program layanan berupa
konseling dan kelas karir yang dirangkum dalam
inovasi WR-TP.

Menyikapi revolusi industri 4.0 yang semua serba
berbasis  digitalisasi, menjadi  keharusan
Pemerintah  Kabupaten ~ Wonogiri untuk



mengembangkan layanan berbasis digial.
Mengingat gen Z yang berjumlah 231.018 yang
sudah melek tekonologi. Dinas Tenaga Kerja
selaku yang berwenang dalam pengembangan
tenaga kerja menyiapkan Aplikasi Ayo Kerjo agar
tersedianya fasilitasi yang representatif untuk job
literasi dan materi kesiapan kerja.

Pelatihan Pemagangan Jepang

Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan
kerja yang diselenggarakan secara terpadu di
Indonesia dan di luar negeri oleh lembaga
pelatihan  kerja perusahaan dan instansi
pemerintah atau lembaga pendidikan di bawah
bimbingan pengawasan instruktur dan pekerja
yang lebih berpengalaman dalam rangka
menguasai keahlian tertentu. Magang ke Jepang
adalah bentuk kerja sama antara Kemnaker RI
dan IM Japan dalam rangka meningkatkan
sumber daya manusia bangsa Indonesia
terutama generasi muda dalam rangka
menyongsong era globalisasi.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri
memfasilitasi penyiapan SDM untuk mengikuti
seleksi Magang Jepang melalui jalur IM Japan.
Materi pelatihan meliputi softskill, matematika
dasar, kesemaptaan, olahraga, pengenalan
budaya Jepang dan teknik wawancara kerja.
Pelatihan Keterampilan Kerja

Pelatihan harus dilakukan secara komprehensif
mulai dari perencanaan hingga evaluasi,
sehingga peningkatan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja dapat dilakukan.
Orientasi pelatihan ditekankan pada peningkatan
kemampuan atau kompetensi untuk melakukan
pekerjaan yang spesifik sesuai dengan tuntutan
kebutuhan pasar kerja atau kebutuhan
pengembangan masyarakat. Melalui Pelatihan
Kerja diharapkan setiap peserta pelatihan dapat
mengatasi “gap” kompetensi yang dimilikinya
dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar
kerja atau dunia usaha.

Upaya pengembangan kewirausahaan untuk usia
produktif masih perlu ditingkatkan melalui
pelatihan keterampilan kerja dan wirausaha.
Melihat trend pasar dalam peningkatan
kebutuhan sandang (fashion/menjahit), kuliner
kreatif dan pemanfaatan digital marketing
(sosmed) dalam pemasarannya. Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Wonogiri akan
menyelenggarakan pelatihan kerja program
fashion (menjahit), kuliner kreatif (tataboga) dan
digital marketing (pemasaran online).

Pelatihan Produktivitas (Coaching Clinic)



D

Maksud dan
Kegiatan

Tujuan

1. Sub Kegiatan

2. Sub Kegiatan

Maksud Kegiatan
(Pelatihan Produktivitas)

Tujuan Kegiatan

Maksud Kegiatan
(Pelatihan Softskill)

Tujuan Kegiatan

Maksud Kegiatan
(Pelatihan Keterampilan
Kerja)

Tujuan Kegiatan

Maksud Kegiatan
(Pelatihan Pemagangan
Jopang)

Tupuan Kegiatan

Maksud Kegiatan
(Training Need Analysis)

' dengan Sektor

Pelathan Peningkatan Produktivitas adalah
kegiatan pelatihan yang diberikan kepada
perusahaan atau badan usaha/lembaga yang
ingin meningkatkan produklivitas pekerjanya
melalui pembekalan materi pelatihan tentang alat,
teknik dan metode peningkatan produktivitas
Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah
tersedianya pekerja-pekerja yang sadar akan
perlunya peningkatan produktivitas dan mampu
menjadi penggerak peningkatan produktivitas di
perusahaan/lembaga.

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan
Klaster Kompetensi
A Pelatihan Produktivitas (DBHCHT)
B. Pelatihan Softskill (DBHCHT)
C. Pelatihan Keterampilan Kerja

1) Pelatihan Menjahit/fashion

2) Pelatihan Tataboga/kuliner kreatif
(DBHCHT)

3) Pelatihan Internet Marketing/Digital
(DBHCHT)

D. Pelatihan Pemagangan Jepang

Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama
Swasta untuk Penyediaan
Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga

Pelatihan Kerja
A. Workreadiness Program (WR-P)
B. Training Need Analysis (TNA)

. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja pada

perusahaan/lembaga/badan usaha.

. - Membangun awareness tentang produktivitas

dan menjadi penggerak produktivitas  di
perusahaan/lembaga/badan usaha

- Untuk mempersiapkan calon tenaga kerja
berdaya saing dan berkarakter kuat sesuai
kebutuhan DUDIKA dan wirausaha melalui
penguatan kelembagaan dan pemelajaran

- Untuk mengurangi angka pengangguran melalui
peningkatan kualitas SDM (calon tenaga kerja)
yang qualified dengan pelatihan softskill

- Meningkatkan kompetensi calon tenaga kerna
melalui pelatihan keterampilan kena khususnya
menjahit (fashion), kuliner kreatif (tataboga) dan
internet marketing (digital)

- Mengurangi  angha  pengangguran  dengan
poningkatan hompetensi tenaga kerja sesuai
pasar kena dan wirausaha

- Fasilitasi Pra Pelatihan Seleksi Magang Jepang
melalui Jalur IM Japan (G to G)

- Monylaphan — calon  tenaga  kena (SDM)

borkualtas sesuai standar IM Japan

- Membanaun komunikasi awal antar stakeholder
pomangku hepentingan penyedia dan pengauna



B.

2. Tujuan Kegiatan

%

Maksud Kegiatan

Work Readiness
Training Programme
(WR-TP)

2. Tujuan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan

1.

Uraian Kegiatan
Pelatihan Produktivitas

Pelatihan Softskill

Pelatihan Keterampilan
Kerja

Pelatihan Pemagangan
Jepang

Training Need Analysis

Work Readiness
Training Programme
(WR-TP)

2. Pelaksanaan Kegiatan

3. Lokasi Pelaksanaan

- . Membangun strategi

SDM berkualitas.

- Menyamakan  persepsi terkait identifikasi
kebutuhan pelatihan (TNA) di daerah (TNA
Makro)

dalam upaya link and
match program pelatihan yang sesuai dengan
DUDIKA dan wirausaha

- Meningkatkan level kerjasama dan kolaborasi
antar lembaga/stakeholder melalui Perjanjian

Kerjasama (MoU) .
Meningkatkan inovasi layanan ketenagakerjaan
melalui Pelatihan ~ Kesiapan Kerja (Work

Readiness Training Programme) bagi calon
tenaga kerja

Mengurangi angka pengangguran dengan

meningkatkan kesiapan kerja (Work Readiness)

calon tenaga kerja

Pelatihan  peningkatan produktivitas ~dengan

. materi pelatinan tentang alat, teknik dan metode

peningkatan produktivitas.

Pelatihan  peningkatan softskill

kompetensi

. tenaga pendidik melalui penguatan kelembagaan

dan strategi pemelajaran sesuai standar DUDIKA
Pelatihan keterampilan kerja khususnya kejuruan
menjahit (fashion), kuliner kreatif (tataboga) dan
internet marketing (digital) berbasis klaster
kompetensi. Orientasi pelatihan berdasarkan
kebutuhan industri dan wirausaha. Peningkatan
pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta
pelatihan sesuai kebutuhan kompetensi.

- Fasilitasi Pra Pelatihan Seleksi Magang Jepang

melalui Jalur IM Japan (G to G) meliputi : tes
matematika, kesemaptaan, olahraga, budaya
Jepang, dan wawancara kerja.

. Paparan dari narasumber dan diskusi membahas

tentang strategi f/ink and match program
pelatihan. Hasil diskusi menjadi rekomendasi
yang menjadi dokumen TNA Makro dan Mikro.

. Pelatihan kesiapan kerja (Work Readiness)

melalui aplikasi, mentoring, bootcamp, dan

competition

a. Surat pemberitahuan kegiatan dan Penyiapan
SK serta administrasi kegiatan

b. Identifikasi Kegiatan, Sub Kegiatan dan
aktifitas

c. Menyusun rencana program dan penjadwalan

d. Persiapan (pengadaan bahan pelatihan, ATK
dan seragam/pakaian olahraga)

e. Pengorganisasian sub kegiatan, rapat,
koordinasi dan kolaborasi

f. Pelaksanaan sub kegiatan dan aktifitas

g. Monev dan pelaporan

Kabupaten Wonogiri dan lokasi tanaman

tembakau untuk pelatihan keterampilan kerja



IV. Target Kinerja

1. Input

2. Output
- Pelatihan Produktivitas :
- Pelatihan Softskill
- Pelatihan

Keterampilan Kerja

- Pelatihan
Pemagangan Jepang

- Training Need
Analysis

- Work Readiness
Training Program
(WR-TP)

3 Outcome

- Pelatihan Produktivitas :

- Pelatihan Softskill

- Pelatihan
Keterampilan Kerja

- Pelatihan
Pemagangan Jepang

- Training Need
Analysis

- Work Readiness
Training Program
(WR-TP)

V. Jadwal kegiatan
1 Waktu Pelaksanaan
2 Matriks
Kegiatan

-_“Pgmbina Utama Muda
NIP. 18651208 199312 2 001

Pelaksanaan

- APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 DAU dan

DBHCHT sebesar Rp. 592.066.180,00 (Lima
ratus sembilan puluh dua juta enam puluh enam
ribu seratus delapan puluh rupiah)

- Jumlah peserta pelatihan produktivitas
sebanyak 20 orang .

- Jumlah peserta pelatihan softskill sebanyak 100
orang

- Jumlah peserta pelatihan keterampilan kerja :
> Pelatihan Menjahit/fashion sebanyak 30

orang

» Pelatihan kuliner kreatif/tataboga sebanyak
100 orang ' N
» Pelatihan internet marketing/digital

marketing sebanyak 75 orang
- Jumlah peserta pelatihan pemagangan Jepang
sebanyak 20 orang
- Jumlah peserta matching program pelatihan

(TNA) sebanyak 20 orang.
- Jumlah peserta WR-TP sebanyak 50 orang

- Peningkatan pengetahuan tentang produktivitas
sebesar 75 persen

- Peningkatan pengetahuan
sebesar 80 persen

- Jumlah peserta pelatihan keterampilan kerja

yang mampu berwirausaha :
» Pelatihan Menjahit/fashion sebanyak 10

orang

tentang  softskill

» Pelatihan kuliner kreatif/tataboga sebanyak
50 orang
» Pelatihan internet marketing/digital

marketing sebanyak 35 orang
- Jumlah peserta lolos seleksi
Jepang sebanyak 5 orang
- Jumlah kesepakatan/koordinasi antar lembaga
sebanyak 10 lembaga.
- Peningkatan Work Readiness Index (WR-l)
sebesar 3,5 poin (poin maksimal 5)

pemagangan

Tahun 2023

Terlampir
Wonogiri, 25 Oktober 2022

PPTK,

Pramono, S.Si
Pembina
NIP. 19800808 200604 1 016



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)

SUB KEGIATAN PELAYANAN DAN PENYEDIAAN
INFORMASI PASAR KERJA ONLINE
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DINAS TENAGA KERJA
Jalan Pemuda | Nomor 5 Wonogiri 57612, Telepon. (0273) 321029, FAKS..321029
Email : nakerwonogiri@gmail.com Website : www.disnakerwonogiri.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DINAS TENAGA KERJA
Jalan Pemuda | Nomor § Wonogiri 57612, Telepon. (0273) 321029,FAKS..321029
Email : nakerwonogiri@gmail.com Website : www.disnakerwonogiri.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN ( TERM OF REFERENCE))
SUB KEGIATAN PELAYAYANAN DAN PENYEDIAAN
INFORMASI PASAR KERJA ONLINE

I LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

2. Gambaran Umum

I MAKSUD DAN TUJUAN
KEGIATAN
1. Maksud Kegiatan

2. Tujuan Kegiatan

TAHUN 2023

Undang — undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan,

Undang - undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
Pelindungan Tenaga Migrant Indonesia;

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun
2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

: Sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Wonogiri

perlu adanya peningkatan pendapatan agar dapat
menyejahterakan bagi kehidupan masyarakat.
Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja / Lowongan Kerja
baik dari Job Fair, Bursa Kerja Khusus maupun Forum
HRD akan dapat mengurangi jumlah pengangguran yang
ada di Kabupaten Wonogiri sehingga dapat meningkatkan
Kesejahteraan bagi keluarganya.

)

Memberi kesempatan kepada penganggur yang ada
di daerah dengan penyebarluasan Informasi Pasar
Kerja (IPK) sampai ke pelosok desa;

Mengurangi jumlah pengangguran didaerah dengan
pelayanan dan penyediaan penyebarluasan Informasi
Pasar Kerja (IPK) sehingga jumlah pengangguran
yang ada didaerah berkurang.

Terciptanya pendataan,pengelolaan dan
penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK) dengan
memanfaatkan sumber daya manusia yang ada
menjadi sesuatu yang bernilai sehingga dapat
meningkatkan taraf hidup masyarakat;



2. Meningkatkan  pendataan,  pengelolaan  dan
penycbarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK) bagi
penganggur yang ada di pedesaan schingga sumber
daya manusia yang ada berkualitas.

3. Memperlancar jaringan dan akses oleh masyarakat
dapat terjangkau sampai pelosok desa

Il TARGET KINERJA 1. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) :
— Penyebaran Informasi Pasar Kerja (IPK) 10.000

lowongan;

— Link and Match Informasi Pasar Kerja (IPK) /
Lowongan Kerja 600 orang;

— Meningkatnya jumlah pencmpatan Tenaga Kerja
sektor formal.

IV PELAKSANAAN KEGIATAN .
1. Uraian Kegiatan 1. Penyusunan SK Panitia Pelaksana Kegiatan

2. Setelah selesai di identifikasi untuk segera dibuatkan
SK yang diperlukan;

3. Koordinasi dengan  pihak terkait untuk
mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan;

4. Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan

5. Evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui
sejauh mana kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi
masyarakat.

6. Membuat Laporan pertanggungjawaban baik
administrasi dan kevangan

2. Lokasi Pelaksanaan Rencana pelaksanaan di wilayah Jabodetabek, Jawa
Tengah dan DIY

V  JENIS INDIKATOR
1. Indikator Masukan Sumber Dana dari APBD Kabupaten Wonogiri sebesar

Rp.9.999.840,-(Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan
puluh Sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah)

2. Indikator Keluaran (output) a. Penyebaran Informasi Pasar Kerja (IPK)
b. Distribusi/Penyebaran Informasi Pasar Kerja
sebanyak 10.000 lowongan/tahun

3. Indikator manfaat (outcome) 1. Terciptanya pendataan, pengelolaan dan
penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK) dengan
memanfaatkan sumber daya manusia yang ada
menjadi sesuatu yang bemnilai sehingga dapat
meningkatkan taraf hidup masyarakat;

2. Tenaga kerja asal Kabupaten Wonogiri yang
ditempatkan di perusahaan;



VI JADWAL KFGIATAN
1. Waktu Pelaksanaan Terlampir

Matriks Pelaksanaan Kegiatan Terlampir

-
-

Wonogiri,  Oktober 2022

SUB KOORDINATOR

KABID. PENTATRANS IPK DAN TRANSMIGRASI
Selaku PPTK

NIP 19651208 199312 2 001



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE)
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN UNIT LAYANAN
DISABILITAS KETENAGAKERJAAN (ULD)
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DINAS TENAGA KERJA
Jalan Pemuda I Nomor 5 Wonogiri 57612, Telepon. (0273) 321029, FAKS..321029
Email : nakerwonogiri@gmail.com Website : www.disnakerwonogiri.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DINAS TENAGA KERJA

Jalan Pemuda | Nomor 5§ Wonogiri 57612, Telepon. (0273)
321029,FAKS..321029
Email : nakerwonogiri@gmail.com Website : www.disnakerwonogiri.go.id

KERANGKA ACUAN KEGIATAN ( TERM OF REFERENCE )
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN UNIT LAYANAN
DISABIITAS KETENAGAKERJAAN (ULD)

TAHUN 2023

I Latar Belakang

1. Dasar Hukum : a. Undang — undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan:

b. Undang-Undang Nomorl8 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun
2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006:

e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2020 tentang
Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan:

f. Permen Kemenaker RI Nomor 21 tahun 2020 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas
Bidang Ketenagakerjaan ;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8
tahun 2013 tentang Kesetaraan dan Pemeberdayaan
Difabel ;

2. Gambaran Umum : Sumber daya manusia tenaga kerja disabilitas yang ada di
Kabupaten Wonogiri perlu adanya lembaga atau pihak
ketiga untuk dapat memfasilitasi penempatan disabilitas
dengan pengguna tenaga kerja.Disamping itu sumber
daya manusia yang ada dapat diberdayakan untuk
menciptakan atau menghasilkan lapangan pekerjaanyang
dapat membantu yang lain untuk mendapatkan
kesempatan kerja baik.

Il Maksud dan Tujuan Kegiatan

1. Maksud Kegiatan : 1. Memberi kesempatan kepada pencari kerja disabilitas
yang ada untuk mengembangkan potensi dan
kemampuannya dengan diberikannya Pembinaan
schingga dapat dipergunakan untuk meningkatkan
kemampuan dan mengenal dunia kerja ;

2. Mengurangi jumlah pengangguran didaerah dengan
sinergisitas antara pihak swasta

2. Tujuan Kegiatan . 1. Terciptanya pencari kerja disabilitas yang
berkwalitas dan meneenal dunia keria denean cara



m

Target Kinerja

IV Pelaksanaan Kegiatan

lo

Uraian Kegiatan

2. Lokasi Pelaksanaan

V  Jenis Indikator

2

3.

Indikator Masukan

Indikator Keluaran (output)

Indikator manfaat (outcome)

pengurangan pengangguran yang ada di kabupaten
Wonogiri  dengan  memanfaatkan  sumber  daya
manusia yang ada menjadi sesuatu yang bernilai
beramanah

2. Meningkatkan penempatan tenaga kerja yang
terserap di dunia industri .

I. Pencmpatantenaga kerja yang meningkat dari tahun
yang lalu

2. Meningkatkan jumlah penempatan tenaga kerja

disabiitas

Melalui penyelenggaraan unit layanan disabilitas

(ULD) diharapkan kesempatan tenaga kerja dapat

meningkat dan pengangguran dapat berkurang.

bt

Penyusunan SK Panitia Pelaksana Kegiatan
Identifikasi lokasi yang akan menjadi lokasi kegiatan
dimana dengan melihat sumber daya manusia untuk
diberi kegiatan tersebut

Mencari narasumber yang sesuai dengan kegiatan

Koordinasi dengan pihat terkait untuk

mempersiapkan Pembinaan penempatan tenaga kerja

yang akan dilaksanakan.

5. Pelaksanaan Pembinaan dengan dilakukan untuk
melihat data penempatan dan [aporan rutin serta
kinerja BKK

6. Evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui
sejauh mana kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi
Pengguna tenaga kerja/user.

7. Membuat Laporan pertanggungjawaban baik

administrasi dan keuangan

[

B

Rencana pelaksanaan di Kabupaten Wonogiri

Sumber Dana dari APBD Kabupaten Wonogiri sebesar
Rp.3.999.850,- (Tiga juta Sembilan ratus sembilan puluh
Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah )

a. Penempatan Tenaga kerja disabilitas melalui layanan
meningkat

b. Tersedianya data jumlah tenaga kerja disabilitas yang
ditempatkan melalui Jayanan unit disabilitas
ketenagakerjaan (ULD)

Melalui penyelenggaraan unit layanan disabilitas
ketenagakerjaan penganggur disabilitas dapat peluang
kesempatan kerja melalui kerja sama dengan
pengguna/user schingga dapat mengurangi angka
pengangguran di kabupaten Wonogiri dan dapat terukur
data penempatan dan lowongan kerja .



vl Jadwal Kegiatan

1 Waktu Pelaksanaan Terlampir
2 Matriks Pelaksanaan Kegiatan Terlampir
wonogiri, Oktober 2022
’ SUB KOORDINATOR
KABID. PENTATRANS PENEMPATAN TENGA KERIA
g u PPTK

JOKO PRIHHAR. JANTO, S.Sos.

ROl
NIP. 19710227 200604 1 013

. 196807271 99803 1007

Mengetahui
KEPALA DINAS TENAGA KERJA
ATEN WONOGIRI
.| Selaku PA

.

NIP 1965!208 1993122 001



KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENGESAHAN PERATURAN  PERUSAHAAN
DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA
BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA
BEROPERASI DALAM 1 (SATU) KAB/KOTA
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN WONOGIRI

JI. Pemuda | Nomor 5 Telp / Fax ( 0273 ) 321029
WONOGIRI



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS TENAGA KERJA

JI Pemuda | Nomor 5 Wanogir 57612
Telp (0273) 321029, Fax 321029
Websie - disnakerwonogin id Email nakerwonoqginkabgmail com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN
KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI
DALAM 1 (SATU) KAB/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2023
LEMBAGA - Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri
PROGRAM - Hubungan Industrial
KEGIATAN - Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran

Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang
Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Kab/Kota

SASARAN : 10 Perusahaan

KELUARAN - Jumlah perusahaan yang dibina dan menindaklanjuti
pembinaan dengan pembuatan sarana Hubungan
Industrial

HASIL . Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan

Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan
Industrial dan Terdaftar dalam WLKP online serta data
dan informasi Sarana Hubungan Industrial

INDIKATOR KINERJA  : Meningkatnya jumlah perusahaan yang menindaklanjuti
pembinaan pembuatan dengan pembuatan sarana
Hubungan Industrial.

SATUAN UKUR - Presentasi Perusahaan yang membuat peraturan
perusahaan dan sarana Hubungan Industrial lainnya.

| LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat

Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279),

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisiahan Hubungan Industrial;

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta
Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2099)

B. GAMBARAN UMUM
Dalam bidang Ketenagakerjaan, khususnya bidang Hubungan



Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kera, fungsi dan kewenangan
pembinaan, pelayanan, pemberdayaan dan mensejahterakan masyarakat
merupakan urusan wajib, yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
kabupaten/kota Oleh karena itu, Pengesahan Peraturan Perusahaan dan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya
beroperasi dalam 1 (Satu) Kab/Kota, hubungan industrial dan jaminan sosial
yang berskala Kabupaten/kota, merupakan urusan wajib pemerintahan
daerah Kabupaten/kota. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja
Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (Satu)
Kab/Kota, Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial di Kabupaten Wonogiri
merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting karena sangat
diperlukan dalam upaya melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial di Wilayah
Kabupaten Wonogiri.

Hubungan Industrial merupakan suatu sistem hubungan yang

terbentuk antara para pelaku dalam produksi barang dan jasa yang terdiri dari
unsur pengusaha, pekerja dan pemerintah yang didasari nilai nilai Pancasila
dan Undang Undang Dasar 1945. Dalam melaksanakan hubungan industrial,
Pemerintah, Pekerja/Serikat Pekerja dan Pengusaha mempunyai peran dan
fungsi masing masing yang saling mendukung sehingga tercipta hubungan
yang harmonis antara pemerintah, pekerja dan pengusaha yang terwujud
dalam ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha. Oleh karena itu
perlu adanya peraturan peraturan yang mengatur hubungan kerja antara
pengusaha dan pekerja yang mencerminkan nilai nilai budaya dalam
perusahaan khususnya dalam hubungan industrial.
Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan sarana hubungan industrial
sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 UU Ketenagakerjaan Nomor 13
tahun 2003 bahwa hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana sarana
sebagai berikut:

Lembaga Kerjasama Bipartit,

Lembaga Kerjasama Tripartit,

Serikat Pekerja/Buruh,

Organisasi Pengusaha,

Peraturan Perusahaan,

Perjanjian Kerja Bersama dan

Lembaga Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

OoooDog

E)

Dengan adanya pengaturan mengenai hal-hal apa yang harus dilakukan oleh
pekerja dan pengusaha melalui sarana sarana hubungan industrial tersebut
diharapkan suasana dan kelangsungan bekerja tertib, nyaman sehingga
terwujud suasana yang kondusif. Hal tersebut diatas sejalan dengan upaya
pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat,
khususnya para pelaku proses produksi, untuk menciptakan kondisi
hubungan kerja secara harmonis antara pengusaha dengan pekerja, antara
pengusaha dan pemerintah, dan antara pemerintah dengan pekerja. Upaya
pemerintah membuat perangkat aturan dalam menata hubungan kerja telah
dilakukan, namun demikian, seiring dengan perkembangan masyarakat dunia
usaha dan perkembangan teknologi, masih sering muncul permasalahan
dalam hubungan kerja



Hubungan Industrial Yang harmonis, Dinamis dan berkeadilan periu
diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasia. Bahwa diera
industrialisasi, masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin
meningkat dan komplek, sehingga diperlukan institust, Mekanisme
Pencegahan, penyelesaiana Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja
dan Penutupan perusahaan di Wilayah Kabupaten Wonogiri secara cepat.
lepat, adil dan murah ‘ .

Sehubungan yang meningkatnya kasus hubungan industrial yang
dikarenakan keterbatasan petugas pembinaan Hubungan industrial sehingga
belum dapat dilaksanakan secara optimal pembinaan di perusahaq o

Guna mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis, dm;m:'
dan berkeadilan dengan meningkatkan sarana hubungan industria ) :
perusahan dalam hal ini pembuatan Peraturan Perusahaan untuk kepastian

penegakan peraturan khusus di perusahaan.
Il.  MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang

kepada para pelaku hubungan industrial, agar dapat membuat peraturan

perusahaan di tempat kerja ( perusahaan ).

B. TUJUAN KEGIATAN ’ N
Tujuan kegiatan ini adalah untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan

hubungan industrial , Mogok, dan penutupan perusahaan di Wilayah
Kabupaten Wonogiri melalui pembuatan Peraturan Perusahaan.

.  PELAKSANAAN KEGIATAN
A. KEGIATAN
1. Persiapan:
a  Membuat SK Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan

b. Melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan.
c. Menginventarisasi perusahaan yang akan di dilakukan pembinaan
pembuatan Peraturan Perusahaan .
2. Pelaksanaan:
a. Kunjungan ke prusahaan dalam rangka pembinaan pembuatan
peraturan perusahaan.
b. Membuat surat undangan / kesediaan perusahaan untuk mengikuti
bimbingan teknis pembuatan peraturan perusahaan.
¢. Mengirim surat undangan
Mempersiapakan meteri pembinaan
d. Mempersiapkan administrasi dan perlengkapan pembinaan teknis
pembuatan peraturan perusahaan.
e. Pelaksanaan Pembinaan dengan materi :
- Teknis pembuatan peraturan perusahaan
3. Pelaporan:
a. Melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan.
b. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
B. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Kegiatan Pembinaan pembuatan peraturan perusahaan dilaksanakan kepda
10 orang / 10 Perusahaan di Wilayah Kabupaten Wonogiri.
IV.  TARGET KEGIATAN
A. INDIKATOR MASUKAN
Sumber dana kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

o



Kabupaten .

fits Sembilawnonogm Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 6.998.240,- ( Enam

rupiah ), ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh

';"emKTOR KELUARAN ( OUTPUT)

Dl D sananya Kegiatan bimbingan teknis pembuatan peratura perusahaan
| Daerah Kabupaten dilaksanakan terhadap 10 Perusahaan di Wilayah

Kabupaten Wonogiri.

INDI.KATOR MANFAAT ( OUTCOME)

Meningkatnya jumlah perusahaan yang minindaklanjuti pembuatan peraturan

perusahaan di wilayah kabupaten Wonogiri.

V.  JADWAL KEGIATAN

AKTU PELAKSANAAN ( BULAN )
NO KEGIATAN I 2W3 = T5 1617 181910 1] 12
T |PERSIAPAN | | |
2 | PELAKSANAAN =
|3 | PELAPORAN ’ ] "

Kabid Hubungan Industrial dan
Kesejahteraan Tenaga Kerja

WIWIK SETIYANI,SH.MH

Wonogiri,

Mediator Industrial Ahli Muda selaku
Sub Koordinator Hubungan
dustrial

MUHAMMAD MUSLIH, SH

NIP 197310051998032002 NIP 19671230 199803 1 008

Kepalja inas Tenaga Kerja

’ Pelnbina Utama Muda
NIP. 19651208 199312 2 001



KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN
PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH
KABUPATEN / KOTA
TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN WONOGIRI

JI. Pemuda | Nomor 5 Telp / Fax ( 0273 ) 321029
WONOGIRI




PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS TENAGA KERJA

JI. Pemuda | Nomor 5 Wonogiri 57612
Telp (0273) 321029, Fax. 321029
Website : disnakerwonogiri.id Email : nakerwonogirikab@gmail.com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL,
MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN / KOTA

TAHUN ANGGARAN 2023
LEMBAGA :  Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri
PROGRAM : Hubungan Industrial
KEGIATAN - Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di
Daerah Kabupaten / Kota

SASARAN . 10 Perusahaan

KELUARAN - Jumlah perusahaan yang menindaklanjuti pembinaan
ketenagakerjaan terkait pencegahan dan penyelesaian
perselisihan serta kepesertaan program jaminan sosial
tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja

HASIL - Jumlah kasus hubungan industrial yang ke pengadilan 0
(nol ) kasus dan penambahan jumlah pekerja yang
terdaftar dalam program jaminan sosial tenaga kerja
danfasilitas kesejahteraan pekerja.

INDIKATOR KINERJA : Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelola
kerja yang layak
SATUAN UKUR . Jumlah kasus yang berhasil di cegah, perselisihan yang

diselesaikan dan penambahan peserta program
jaminan sosial tenaga kerja danfasilitas kesejahteraan
pekerja.

I LATAR BELAKANG
A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja dan
Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482)Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008
tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005
Tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Tripartit
( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862),
Sebagaimana telah diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor
4 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga
Kerja Tripartit (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4862;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);



3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

B. GAMBARAN UMUM

Kehidupan Hubungan Industrial mulai bulan Maret 2020
mengalami permasalahan yang cukup signifikan, akibat beberapa negara
terdampak Covid- 19. Dengan adanya kebijakan lockdown dgnfataq
pelarangan mobilitas penduduk, maka ternyata tidak hanya sektor mdus@n
dan perdagangan yang terdampak, namun juga seklor' jasa, qnte_lra lain
pariwisata dan transportasi. Sektor industri yang selama ini menjadi sektor
ekonomi yang penting dan menjadi sumber penghidupan mayoritas
masyarakat Indonesia, disamping sektor pertanian, sangat terpengaru'h
signifikan, sehingga pertumbuhan ekonomi secara nasional turun drastis
hanya mencapai 2 persen.

Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar upah secara
penuh, mengakibatkan para pekerja mengalami kendala keuangan rqmah
tangga. Kondisi ini dapat mempengaruhi kondisi Hubungan Industrial di
Kabupaten Wonogiri.

Dalam rangka penanganan dampak pendemi Covid-19 diperlukan
partisipasi  organisasi pekerja, organisasi pengusaha  melalui
Pemberdayaan Lembaga Hubungan Industrial yang ada, antara lain LKS
Bipartit, LKS Tripartit, dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai upaya
menjaga hubungan industrial yang harmonis, kondusif dan dinamis di
perusahaan.

Dalam rangka terciptanya ketenangan kerja dan kelangsungan
usaha, serta mencegah terjadi kemiskinan baru, maka diperlukan
pemberdayaan SDM Pekerja/buruh di sektor perekonomian dan
peningkatan peran dan fungsi LKS Bipartit serta mendorong pemberi kerja
untuk kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas
kesejahteraan pekerja.

Atas dasar pemikiran tersebut maka Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Wonogiri perlu melaksanakan kegiatan “PENCEGAHAN DAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK
KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN /
KOTA TAHUN ANGGARAN 2023".

Il.  MAKSUD DAN TUJUAN
A. MAKSUD KEGIATAN
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan dampak yang baik bagi

pelaksanaan hubungan industrial diperusahaan wilayah Kabupaten
Wonogiri.
B. TUJUAN KEGIATAN
Tujuan kegiatan ini adalah untuk mencegah terjadinya permasalahan
ketenagakerjaan dengan peran sertanya LKS Tripartit didalam
mengembangkan sarana hubungan industrial yang secara tidak langsung
bisa mencegah adanya permasalahan ketenaga kerjaan serta mendorong
peningkatan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas
kesejahteraan pekerja .
. PELAKSANAAN KEGIATAN
A.  KEGIATAN
1. Persiapan:
a. Membuat SK Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan
b.  Melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan.
c. Menginventarisasi permasalahan ketenagakerjaan yang periu di
bahas di tingkat Lembaga Kerjasama Tripartit.
2. Pelaksanaan:



a.  Sek '
retrariat Melakasanakan rapat untuk pelaksanaan Sidang

. Tripartit.
- Membuat surat ynd
: angan k LK
tnpanit_ g epada seluruh pengurus S
c .
y Mengirim surat undangan Mempersiapakan materi Sidang

M_empemiapkan administrasi dan perlengkapan pembinaan
Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit.
€. Pelaksanaan Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit
3. Pelaporan :
8. Melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan.
5 RUAr:,é Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
: \NG LINGKUP KEGIATAN
Keglatan pelaksanaan operasional lembaga kerjasama Tripartit
dllgksanakan dengan 3 (tiga) sidang Sekretariat Lembaga Kerjasama
Tripartit dan 3 (tiga) Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit
IV.  TARGET KEGIATAN
A.  INDIKATOR MASUKAN
Sumber dana kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Wonogiri sebesar Rp 11.193.260,- (sebelas juta seratus
sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah ).
B. INDIAKTOR KELUARAN ( OUTPUT
Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama
Tripartit di Kabupaten Wonogiri.
C. INDIKATOR MANFAAT ( OUTCOME )
Meningkatnya peran serta Lembaga Kerjasama Tripartit dalam
mewujudkan hubungan industrial yang harmonis di Kabupaten Wonogiri
serta peningkatan jumlah kepesertaan program jaminan sosial tenaga
kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja .
V. JADWAL KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN ( BULAN )
1]2 [3[a]5[6|7|8]9 |10 11] 12

NO KEGIATAN

1 PERSIAPAN
2 PELAKSANAAN
3 PELAPORAN

Wonogiri,
Kabid Hubungan Industrial dan Mediator Industrial Ahli Muda selaku Sub
Kesejahteraan Tenaga Kerja Koordi bungan Industrial
/
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